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Objek wisata tugu bambu pringsewu merupakan sebuah ikon atau landmark dari 
Kabupaten Pringsewu yang terletak pada Kelurahan Wates, Kecamatan Gading Rejo. 
Selain sebagai objek wisata, tugu bambu pringsewu pula memiliki banyak manfaat di 
dalamnya seperti banyaknya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh 
masyarakat, terdapat juga lokasi area perdagangan yang luas yaitu hampir setengah dari 
lokasi keseluruhan tugu bambu pringsewu. Tujuan utama dari dibangunnya area 
perdagangan tersebut yaitu selain memberikan tempat beristirahat yang nyaman bagi 
para pengunjung yang hadir ke area tersebut, pemerintah daerah juga menyediakan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk dapat berjualan pada lokasi tersebut 
guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan tentang hubungan Politik Pemerintah Daerah Pringsewu terhadap 
pemberdayaan ekonomi masyarakat di rest area  Tugu Bambu desa Gading Rejo 
Kabupaten Pringsewu dan upaya Pemerintah Daerah Pringsewu dalam peningkatan 
keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif jenis studi kasus yang bersifat deskriptif, dimana data didapatkan 
dari hasil wawancara yang  melibatkan pemerintah daerah, pedagang, dan pengunjung. 
Observasi dan dokumentasi pula dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan yang 
kemudian dilakukan analisis. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan 
hubungan politik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan 
dibangunnya area pedagangan, area fasilitas umum, dan terciptanya kondisi tertib dan 
aman, serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan keberhasilan pemerintah daerah 
yaitu dengan penghapusan uang sewa, mengintensifkan promosi, dan pembinaan 
pengembangan ekonomi masyarakat bagi para pedagang, upaya tersebut dapat 
dikatakan berhasil dikarenakan adanya peningkatan jumlah pedagang dari setiap 
tahunnya serta kepuasan dari para pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan dari hasil 
dagangannya. 























































































ٍت  ئَِف ٱْْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجَٰ
َٰٓ لِّيَْبلَُوُكْم فِي َوهَُو ٱلَِّذى َجَعلَُكْم َخلََٰ
ِحيٌم   ُكْم ۗ إِنَّ َربََّك َسِزيُع ٱْلِعقَبِة َوإِنَّهُۥ لََغفُوٌر رَّ  َمبَٰٓ َءاتَىَٰ
 
“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 
mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat 
cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
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TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 
MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU 
(studi pada objek wisata rest area Wates Gading Rejo Kabupaten Pringsewu) 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari 
kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu 
kiranya judul ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari 
beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut 
diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 
beberapa istilah. Adapun judul yang digunakan penulis adalah “Tingkat 
Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah 
Daerah Pringsewu”. 
Tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut 
Ginanjar Kartasasmita adalah suatu tingkat keberhasilan pemerintah dalam 
pemberdayaan ekonomi dengan cara meningkatkan perekonomian lapisan 
masyarakat dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan, untuk pencapaian membangun daya 
masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan keasadaran 
akan potensi yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
1
 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu, melalui 
rest area  Tugu Bambu, PEMDA memberikan peluang tempat bagi usaha 
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 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan 




masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan. 
Pendapatan yang di dapat oleh masyarakat setiap harinya di dapatkan dengan 
cara berdagang di rest area Tugu bambu. Setiap harinya di rest area  Tugu 
Bambu bisa mencapai kurang lebih 30 orang pengunjung di hari biasa, dan 
pengunjung bisa meningkat kedatangannya pada saat hari libur, seperti hari 
sabtu dan minggu bisa mencapai kurang lebih 50 orang pengunjung yang biasa 
melewati lintas Barat, sehingga PEMDA menyediakan lahan untuk masyarakat 
berdagang dan memenuhi segala fasilitas di dalam rest area  tugu bambu guna 
mendukung upaya-upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat untuk 
penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan yang ada.  
Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk 
mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan 
berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha 
masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan 
peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 




Berdasarakan pengertian istilah-istilah yang akan terdapat di, dalam 
judul, peneliti, memaksudkan bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan 
ekonomi, masyarakat oleh PEMDA Pringsewu (studi, pada objek wisata Wates 
rest area  Gading Rejo Kabupaten Pringsewu) adalah untuk mengetahui, 
tingkat keberhasilan pemberdayaan  masyarakat yaitu seperti, perubahan daya 
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ekonomi,masyarakat Pringsewu di,rest area  dalam pembangunan ekonomi, 
merujuk kepada kenaikan di, dalam pendapatan nasional atau perkapita dan 
output. Di, dalam pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat 
yang naik dan juga terjadi, perubahan asas struktur ekonomi.
3
 
B. Alasan Memilih Judul 
Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 
masalah sehingga peneliti, tergerak untuk melakukan penelitian. Adapun alasan 
peneliti, dalam memilih judul proposal ini, adalah sebagai, berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Memastikan kinerja Pemerintah Daerah Pringsewu dalam mengemban 
amanat rakyat dengan melihat Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di 
rest area  Tugu Bambu Pringsewu.  
b. Mengetahui Kondisi Ekonomi Masyarakat Setelah Adanya rest area 
Tugu Bambu Pringsewu. 
2. Alasan Subjektif 
a. Skripsi, ini, memiliki, keterkaitan dengan program studi, yang sedang 
ditempuh peneliti, yaitu Pemikiran Politik Islam. 
b. Data-data yang dibutuhkan tersedia baik berupa teori, (buku-buku) atau 
data lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 





C. Latar Belakang Masalah 
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan politik. Pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 
masyarakat dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah 
memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana 
atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, Kedua, 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, 
memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 
Ekonomi, merupakan sebuah ilmu yang mempelajari, tentang 
bagaimana, manusia, memenuhi, kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat 
primer, skunder, dan tersier.
4
Ekonomi, dan politik merupakan dua, aspek atau 
sektor terpenting dalam sebuah Negara. Dua, aspek ini, tidak bisa, dipisahkan 
karena, memiliki, hubungan yang sangat erat, bila,mereka berdiri,sendiri 
niscaya akan terjadi, sebuah masalah yang besar di, suatu negara, tersebut. 
Ekonomi, adalah ilmu yang mempelajari,tentang tata keuangan suatu negara. 
Sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk tentang tata 
negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan.
5
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Dalam perekonomian pemerintah dapat membuat kebijakan dalam 
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara 
melindungi, hak milik dan menjaga kestabilan politik. Kestabilan politik adalah 
hal yang sangat penting bagi, pertumbuhan ekonomi, hal tersebut di,karenakan 
kestabilan politik akan mempengaruhi, pertumbuhan ekonomi, melalui, sebuah 
insti,tusi politik, di,mana institusi,politik akan menjadi, indikator keberhasi,lan 
pertumbuhan ekonomi.
6
 Intstitusi bertugas untuk mengatur tentang hak milik 
seseorang atas barang dan jasa, mengatur dan mengendalikan redsitribusi, 
pendapatan secara merata serta sistem pemerintahan yang diterapkan pada 
sebuah negaranya yaitu Negara demokrasi.
7
Ada 3 konsep yang menempatkan 
politik bisa menjadi erat kaitannya dengan ilmu ekonomi nanti pada akhirnya, 
seperti: 
1. Politik sebagai pemerintahan  
Di dalam konsep ini jelas bahwa politik diletakan sebagai 
lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang mengambil kebijakan yang 
strategis untuk sebuah wilayah yang mencakup tataran negara. Kajian ini 
pun berbicara masalah-masalah mengenai organisasi pemerintahan, 
pembagiaan kekuasaan dan peran pemerintah yang menjadi fokus utama 
yang melihat kondisi-kondisi relevansi yang ada menjadi satu kesatuan 
dalam perbincangan ekonomi politik termutakhir. 
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Namun dalam konsep ini ada beberapa kelemahan yang terlihat 
seperti cakupan-cakupan pemerintahan yang dinilai terlalu sempit bila kita 
berbicara negara pada ranah kekuasaan, pengabaian perbincangan 
mengenai korelasiyang berhubungan antara swasta dan pemerintah, 
kepentingan pribadi yang dibawa personal atau kelompok dalam 
pemerintahan yang berpotensi melawan penyelewengan. 
2. Pemerintah sebagai publik 
Dalam fokus kajian ini kita diajak memasuki kawasan-kawasan 
yang sifatnya ekonomis sekali yaitu berupa sebuah peristiwa yang hadir 
tengah-tengah masyarakat seperti perdebetan antara apa yang disebut 
dengan urusan publik. Publik juga tidak terlepas dari pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan individual yang mempengaruhi kesejahteraan bahkan 
eksistensi masyarakat umum dalam hal ini adalah publik. Dalam 
pembahasaan mengenai public dan privat kita mengenal istilah “Public 
Good“, yang dimaksud public good adalah barang-barang maupun jasa yang 
dianggap berharga dan sifatnya sangat strategis bagi kebutuhan 
masyarakat.Bila kita berangkat dari pemikiran John Dewey, sektor publik 
adalah sebuah bentuk nyata tanggungan dan tanggung jawab dari 
negara.Menurut Dewey jelas sekali terlihat bahwa public adalah ranah 
dimana masyarakat mempunyai tidak terlepas dari kepentingan dan pilihan. 
 




Dalam kajian dalam bidang ini, aksentuasi ketat pada apa yang 
dimaksud distribusi nilai dalam masyarakat dengan kewenangan tertentu. 
Mengapa pendekatan ini dinilai relevan sebagai bentuk integrasi efektif 
antara politik dan ekonomi adalah karena keduanya adalah mengamini 
tentang metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi mengenai 
kelangkaan maka tidak terlepas dari sektor produksi dan ini berkaitan erat 
dengan politik yang memiliki kewenangan hampir secara penuh untuk 
semisal distribusi sumberdaya alam, kecakapan teknis dalam hal kualitas 
alat-alat produksi dan lain-lain. 
Sebuah Negara yang memiliki, sistem peradi,lan yang baik, 
pegawai, pemeri,ntahan yang jujur dan perundang-undangan yang jelas dan 
kuat akan mengalami, standard hidup perekonomian yang lebih tinggi, 
di,bandi,ngkan dengan Negara yang sistem peradilannya lemah, 
pemerintahnya korup dan sering terjadi, revolusi, atau kudeta.
8
 
Otonomi, daerah pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada 
daerah untuk menjadikan daerah otonomi, yang mandiri.
9
 Penyelenggaraan 
otonomi, daerah yang luas di,laksanakan atas dasar prinsip-prinsip 
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadi,lan serta 
memperhati,kan potensi, dan keanekaragaman daerah. Itu berarti pemberian 
kewenangan otonomi, secara luas kepada daerah melalui, asas 
desentralisasi. 
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Pelaksanaan desentralisasi, kepada birokrasi, pemerintah daerah, 
juga mencakup pelaksanaan desentralisasi,kepada masyarakat yang di, 
implementasikan melalui, peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Salah 
satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan 
masyarakat.
10
Menurut Sumaryadi, yang di,kutip oleh Zaili Rusli, dkk 
menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk 
membuat suara mereka di,dengar untuk memberikan konstribusi, kepada 
perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi, seseorang untuk 
menggunakan keahlian di,tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang 
tersebut dan kinerja seluruh organisasi.
11
Konsep pemberdayaan ekonomi, 
telah di,coba di,terapkan melalui, pelaksanaan program nasional 
penanggulangan kemiskinan berdasarkan impress No.5 Tahun 1993 yang 
kemudian di,kenal sebagai, program IDT semua usaha di,arahkan pada 
kemakmuran.  
Islam memandang manusia sebagai mahluk yang lebih tinggi, 
derajatnya dari, pada mahluk-mahluk lainnya, dan dalam setiap 
kelompoknya manusia mempunyai seorang pemimpin untuk memimpin 
kesejahteraan dengan tujuan mencapai, suatu keberhasilan, dan untuk 
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Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 58, yang 
berbunyi,: 
وا اْْلََماوَاِت إِلَٰى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن تَْحُكُمىا بِ  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ِ  إِنَّ َّللاَّ ْ َ اْل  
ًَا بَِصيًرا  َ َكاَن َسِمي ظُُكْم بِِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َِ ا يَ مَّ َِ َ وِ إِنَّ َّللاَّ  
 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di, antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. SesungguhnyaAllah memberi, pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi, Maha melihat. (QS. An-Nisaa’: 58) 
 
Berdasarkan ayat diatas berisi, mengenai, tugas seorang pemimpin 
khususnya pemerintah daerah yang berperan penting dalam menjalankan 
tugasnya agar tujuan mensejahterakan masyarakatnya tercapai.Pemimpin yang 
baik dimata Allah ialah pemimpin yang menjalankan kewajibannya dalam 
memajukan kesejahteraan masyarakatnya berlandaskan amar makruf nahi, 
mungkar, maksudnya untuk berbuat kebaikan dalam menyampaikan amanat 
dan menetapkan keadilan. 
Masyarakat Kabupaten Pringsewu sebagian besar bekerja sebagai 
petani, dan pelaku usaha menengah kebawah.Pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi masyarakat tentunya menjadi prioritas utama pemerintah desa untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. People centered development” 
adalah salah satu paradigma pembangunan yang menekankan pada pentingnya 
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pemberdayaan (empowerment) manusia. Mempunyai arti bahwa manusia 
(rakyat) merupakan tujuan utama dan kapasitas manusia merupakan sumber 
daya yang paling penting dalam mengaktualisasikan segala potensinya.
13
 
Seiring berkembangnya zaman kebutuhan ekonomi masyarakat 
sangatlah penting dalam kehidupan.Sehingga ekonomi sangat berpengaruh 
dalam kehidupan masyarakat contohnya masyarakat yang ada di Kabupaten 
Pringsewu.Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan 
masyarakat yaitu dengan diadakannya pembangunan daerah.Tujuannya untuk 
membantu masalah ekonomi masyarakat dan menciptakan pemerataan daerah, 
yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing di daerah. 
Dalam hal ini pemerintah ingin mengembangkan pemberdayaan 
ekonomi yaitu dengan mengurangi masyarakat miskin dan membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan potensi yang ada pada 
dirinya.Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan daerah yang tertinggal.Dalam hal 
ini pemerintah pringsewu melakukan suatu upaya, salah satunya pembangunan 
tempat rest area  Tugu Bambu yang ada di Kabupaten Pringsewu. 
Menurunnya tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan turunnya 
kualitas publik dan kesejahteraan masyarakat.Sehingga dalam mengatasi 
masalah tersebut Pemerintah Daerah melakukan reformasi birokrasi yang 
tujuannya untuk memperbaiki kinerja dengan menggunakan konsep-konsep 
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politik agar bisa mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki 
masyarakat. Adanya reformasi birokrasi ini diharapkan dapat melakukan 
komunikasi organisasi yang transparan dalam mengungkapkan kinerja dan 
tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin birokrasi. 
Dari gambaran diatas hal ini membuat penulis tertarik untuk 
membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang penulis 
tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tingkat Keberhasilan 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pringsewu”. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini fokus membahas mengenai tingkat keberhasilan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu (studi pada objek 
wisata rest area wates gading rejo kabupaten pringsewu). 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik 
meneliti lebih jauh tentang Bagaimana tingkat keberhasilan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat yangdilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, 
maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagi berikut: 
1. Bagaimana Hubungan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 





2. Apa saja Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam mencapai 
tingkat keberhasilan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di rest 
area Tugu Bambu Pringsewu? 
F. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk 
apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula hal ini. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: 
1. Menganalisis Hubungan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 
Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di rest area Tugu Bambu 
Pringsewu. 
2. Mengidentifikasi Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam 
mencapai tingkat keberhasilan terhadap Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat di rest area  Tugu Bambu Pringsewu. 
G. Signifikansi Penelitian 
Adapun signifikansi penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: 
1. Kegunaan Teoritis 
Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi secara 
khusus. 
a. Memberi wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 









2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan mengenai keberhasilan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang keberhasilan 
pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. 
H. Metode Penelitian 
Metode merupa,ka,n a,spek ya,ng sa,nga,t penting da,la,m mela,kuka,n 
sebua,h penelitia,n, untuk itu da,la,m ba,gia,n ini penulis a,ka,n menjela,ska,n 
metode ya,ng diguna,ka,n.  
1. Pendeka,ta,n Penelitia,n 
Penelitia,n ini mengguna,ka,n pendeka,ta,n kua,lita,tif ya,ng bertujua,n 
membua,t deskripsi seca,ra, sistema,tis, fa,ktua,l da,n a,kura,t tenta,ng fa,kta,-
fa,kta, da,n sifa,t-sifa,t popula,si a,ta,u objek tertentu. Moleong mengutip 
Bogda,n da,n Ta,ylor mendefinisika,n pendeka,ta,n kua,lita,tif seba,ga,i 
prosedur penelitia,n ya,ng mengha,silka,n da,ta, deskriptif berupa, ka,ta,-ka,ta, 
tertulis a,ta,u lisa,n da,ri ora,ng-ora,ng a,ta,u perila,ku ya,ng dia,ma,ti.
14
 
2. Jenis dan Sifat Penelitia,n  
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Penelitia,n ini merupa,ka,n jenis penelitia ,n ini yaitu studi kasus. 
Penelitia,n studi kasus a,da,la,h penelitia ,n ya,ng diguna,ka,n seba,ga,i upa,ya, 
eksplora,si da,n kla,rifika,si mengena,i sua,tu fenomena ,a,ta,u kenya,ta,a,n sosia,l 
di lapangan.
15
 Fenomena, itu bisa, berupa, bentuk, a,ktivita,s ka,ra,kteristik, 
peruba,ha,n, hubunga,n, kesa,ma,a,n, da,n perbeda,a,n a,nta,ra, fenomena, ya,ng 
sa,tu denga,n ya,ng la,innya,. Sifat penelitian yaitu deskriptif, dimana penulis 
mendeskripsi hasil penelitian yang telah didapatkan. 
3. Sumber Da,ta, 
Pa,da, penelitia,n ini penulis mengumpulka,n da,ta, da,ta, ya,ng 
diperluka,n da,la,m penyusuna,n skripsi ini mengguna,ka,n da,ta, primer da,n 
da,ta, sekunder. 
a. Da,ta, Primer   
Menurut Fa,thoni, da,ta, primer a,da,la,h da,ta, ya,ng diperoleh 
a,ta,u dikumpulka,n la,ngsung di la,pa,nga,n oleh ora,ng ya,ng mela,kuka,n 
penelitia,n a,ta,u ya,ng bersa,ngkuta,n ya,ng memerluka,nnya,. Da,la,m 
penelitia,n ini sumber da,ta, primer diperoleh seca,ra, la,ngsung mela,lui 
wa,wa,nca,ra, denga,n ma,sya,ra,ka,t ya,ng berda,ga,ng ya,ng terliba,t da,la,m 
kegia,ta,n a,ta,u ya,ng bera,da, disekita,r tempa,t pa,riwisa,ta, ya,ng 
mempunya,i usa,ha, ya,ng tela,h diteta,pka,n seba,ga,i responden a,ta,u 
sa,mpel. Da,ta, juga, dia,mbil denga,n ca,ra, menga,da,ka,n observa,si di 
la,pa,nga,n untuk meliha,t kondisi nya,ta, seca,ra, visua,l ya,ng a,da, di 
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la,pa,nga,n. Ha,l ya,ng penting untuk menga,mbil da,ta, ya,ng belum 
terungka,p oleh a,la,t pengumpul da,ta, ya,ng la,in.  
 
b. Da,ta, Sekunder   
Menurut Fa,thonoi, da,ta, sekunder a,da,la,h da,ta,  ya,ng suda,h 
ja,di bia,sa,nya, tela,h tersusun da,la,m bentuk dokumen, misa,lnya, 
mengena,i da,ta, demogra,fis sua,tu da,era,h da,n seba,ga,inya,.
16
 Da,ta, 
sekunder meliputi da,ta, da,ta, penunja,ng da,ri da,ta, primer,ya,ng 
dida,pa,tka,n mela,lui perpusta,ka,a,n a,ta,u da,ri la,pora,n-la,pora,n peneliti 
terda,hulu. Da,ta, Sekunder ya,ng penulis guna,ka,n bera,sa,l da,ri buku-
buku litera,rtur da,n informa,si la,in ya,ng berhubunga,n denga,n ma,sa,la,h 
ya,ng seda,ng diteliti. 
4. Teknik Pengumpula,n Da,ta, 
Berikut ini a,da,la,h teknik pengumpula,n da,ta, ya,ng peneliti a,ka,n 
la,kuka,n: 
a. Observa,si 
Observa,si merupa,ka,n penga,ma,ta,n da,n penca,ta,ta,n ya,ng 
sistema,tis terha,da,p fenomena,-fenomena, ya,ng diselidiki. Menurut 
Fa,isa,l observa,si seba,ga,i sua,tua,la,t pengumpula,n da,ta,  perlu dila,kuka,n 
seca,ra, cerma,t, jujur a,ta,u objektif terfokus pa,da, da,ta, ya,ng releva,n da,n 
ma,mpu membeda,ka,n ka,ta,gori da,ri setia,p objek penga,ma,ta,nnya,.
17
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Da,la,m penelitia,n ini, peneliti mela,kuka,n seca,ra, la,ngsung meliha,t da,n 




 Wa,wa,nca,ra,a,da,la,h perca,ka,pa,n denga,n ma,ksud tertentu. Menurut 
Fa,isa,l wa,wa,nca,ra,a,da,la,h sema,ca,m a,ngket ya,ng perta,nya,a,n-perta,nya,a,n 
ya,ng disa,mpa,ika,n ke responden seca,ra, lisa,n.
18
 
 A,da,pun wa,wa,nca,ra, ya,ng peneliti  guna,ka,n a,da,la,h wa,wa,nca,ra, 
beba,s terpimpin ya,itu proses ta,nya, ja,wa,b la,ngsung dima,na, da,la,m 
mela,ksa,na,ka,n interview, perwa,wa,nca,ra, memba,wa, pedoma,n wa,wa,nca,ra, 
ya,ng ha,nya, memua,t ga,ris-ga,ris besa,r tenta,ng ha,l-ha,l ya,ng dita,nya,ka,n. 
 Wa,wa,nca,ra, (interview) ditujuka,n kepa,da,anggota-anggota 
pemerintah daerah, masyarakat yang berdagang, dan para pelanggan yang 
sering melintasi serta singgah di rest area  Tugu Bambu Pringsewu. 
Metode ini seba,ga,i metode uta,ma, untuk menda,pa,tka,n informa,si ya,ng 
dibutuhka,n sehingga, da,ta, ya,ng diperoleh a,kura,t mengena,i Tingka,t 
keberha,sila,n pemberda,ya,a,n ekonomi ma,sya,ra,ka,t oleh PEMDA, 
Pringsewu (studi pa,da, objek wisa,ta, rest a,rea, Wa,tes Ga,ding Rejo 
Ka,bupa,ten Pringsewu). 
 Teknik wa,wa,nca,ra, ya,ng diguna,ka,n da,la,m penelitia,n ini 
mempunya,i kelebiha,n ya,ng membua,t sua,sa,na, tida,k ka,ku, sehingga, 
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da,la,m menda,pa,tka,n da,ta, ya,ng diinginka,n da,pa,t terca,pa,i. Denga,n 
kebeba,sa,n da,n teta,p memperta,ha,nka,n unsur terpimpin da,la,m 
wa,wa,nca,ra,a,ka,n mendeka,tka,n semua, ma,ksud da,n tujua,n sedeka,t-
deka,tnya, denga,n ca,ra, efisien, ya,itu wa,wa,nca,ra, ya,ng dila,kuka,n da,la,m 
penelitia,n ini diha,ra,pka,n da,pa,t menca,pa,i ha,sil ya,ng tepa,t da,n cerma,t. 
c. Dokumenta,si 
   Metode dokumenta,si a,da,la,h sua,tu ca,ra, untuk menda,pa,tka,n da,ta, 
denga,n ca,ra, berda,sa,ra,ka,n ca,ta,ta,n da,n menca,ri da,ta, mengena,i ha,l-ha,l 
a,ta,u va,ria,ble berupa, ca,ta,ta,n, tra,nskip, buku, sura,t ka,ba,r, ma,ja,la,h, foto, 
notulen ra,pa,t, da,n leger legenda,.
19
 
   Dokumenta,si disini, terka,it denga,n dokumen ya,ng diperoleh da,ri 
penelitia,n untuk mema,stika,n a,ta,upun , mengua,tka,n fa,kta, tertentu, ya,itu 
berupa, foto-foto documenter ya,ng terka,it denga,n tingka,t keberha,sila,n 
pemberda,ya,a,n ekonomi ma,sya,ra,ka,t oleh PEMDA, Pringsewu. 
5. Teknik A,na,lisis Da,ta, 
Menurut Moleong, a,na,lisis da,ta,a,da,la,h proses mengorga,nisa,sika,n 
da,n mengurutka,n da,ta, keda,la,m pola,  ka,tegori, da,n sa,tua,n ura,ia,n da,sa,r 
sehingga, da,pa,t ditemuka,n tema, da,n da,pa,t dirumuska,n hipotesis kerja, 
seperti ya,ng disa,ra,nka,n oleh da,ta,.
20
 
Moleong mengutip Bogda,n da,n Biklen mendefinisika,n a,na,lisis 
da,ta, kua,lita,tif a,da,la,h upa,ya, ya,ng dila,kuka,n denga,n ja,la,n bekerja, denga,n 
da,ta,  mengorga,nisa,sika,n da,ta,  memila,h-mila,hnya, menja,di sa,tua,n ya,ng 
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da,pa,t dikelola,  mensintesiska,nnya,  menca,ri da,n menuma,ka,n pola,  
menemuka,n a,pa, ya,ng penting da,n a,pa, ya,ng dipela,ja,ri, da,n memutuska,n 
a,pa, ya,ng da,pa,t dicerita,ka,n kepa,da, ora,ng la,in.
21
 
Jenis penelitia,n kua,lita,tif berda,sa,rka,n da,ta, ya,ng muncul 
berwujud ka,ta,-ka,ta, da,n buka,n ra,ngka,ia,n a,ngka,. Serta, denga,n 
mengguna,ka,n metode deskriptif a,rtinya, melukiska,n va,ria,ble semi 
va,ria,ble, sa,tu demi sa,tu ya,ng bertujua,n mengumpulka,n informa,si a,ktua,l 
seca,ra, rinci ya,ng melukiska,n geja,la, ya,ng a,da,a,ta,u mengidentifika,si 
ma,sa,la,h. 
Model Miles dan Huberman sebagai mosel analisis data yang 
digunakan yaitu 
a. Reduksi Data merangkum, mengkategorikan memilih-milih hal yang 
dianggap penting dan pokok. Data yang sudah direduksi akan 
memberikan gambaran jelas dan mempermudah dalam pengumpulan 
data selanjutnya. 
b. Penyajian data yaitu dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan dan hubungan antar kategori  
c. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan.22 
6. Keabsahan Data 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis 









dengan bahasa yang verbal. Setelah dianalisis maka perlunya keabsahan 
data penelitian atau disebut dnegan tringulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 
Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 
dan teori lainnya.
23
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1. Pengertian Politik dan Partai Politik 
Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti 
kota yang berstatus negara (city state). Aristoteles dan Plato menganggap 
politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. 
Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon yang 
kemudian terus berkembang menjadi polites (warga negara), politeia (hal-
hal yang berhubungan dengan negara), politika (pemerintahan negara), lalu 
terakhir menjadi politikos (kewarganegaraan).
1
 
Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang 
berarti kota atau negara kota.  Kemudian diturunkan kata-kata polities 
yang berarti warga negara.
2
 Sedangkan secara istilah politik adalah usaha 
untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau idiologi.
3
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 Tappil Rambe dkk., Sejarah Politik dan Kekuasaan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 
2019), h. 2. 
2
 Ellya Rosana, “Partai Politik Dan Pembangunan Politik”, Jurnal TAPIs, Vol. 8, No. 1, 
(Januari-Juni 2012), h. 138. 
3




Makna istilah politik menurut Prof.Dr.H.M. Amin Rais adalah hal-
hal yang menyangkut kekuasan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara 
dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara.
4
 
Menurut Asad politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan 
kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; 
dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam 
negara dan institusi lainnya.
5
 Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa 
politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang 




2. Peran Politik dalam Mensejahterakan Masyarakat 
Mensejahterakan masyarakat bagian dari keadilan sosial yang telah 
tertera pada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara lahir dari 
pemikiran founding fathers yang rumusannya bertujuan untuk mencapai 
cita-cita bangsa. Namun, dilihat dari kenyataannya, bangsa Indonesia 
belum bisa meraih cita-cita ini terutama di bagian keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila ke-lima. 
Keadilan sosial memiliki unsur untuk dikembangkan kepada citacita luhur 
yang memiliki maksud bahwa semua orang sama dihadapan hukum. 
7
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 Burhanuddin Yusuf, “Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas 
Konsep Era Klasik)“,  Jurnal Aqidah-Ta, Vol. 4, No. 1, (2018), h. 117. 
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 Abdullah Zawawi, “Politik dalam Pandangan Islam”, Jurnal Ummul Qura, Vol 5, No 
1, (Maret 2015), h.  88. 
6
 Tappil Rambe dkk., Sejarah Politik dan Kekuasaan ,....h. 2. 
7
 Nila Aulia Khairunnisa, “Penerapan Filosofi Sila Kelima  Guna Mewujudkan Cita-




Himyari Yusuf mengemukakan peran politik tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan manusia. Alasannya politik sebagai strategi 
untuk mencapai tujuan bersama manusia yaitu suatu kehidupan yang adil, 
sejahtera, tentram yang memiliki moralitas serta spiritualitas.
8
 
Kewibawaan penguasa dalam berpolitik berperan dalam mengayomi 
masyarakat agar merasa tenang, tenteram dan sejahtera.
9
 
Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty 
memaparkan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan peran 
pemerintah daerah. Salah satunya sejahterah secara pendapatan ekonomi.
10
 
Maka kesejahteraan masyarakat suatu daerah berada di kinerja Pemerintah 
Daerah, yang telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah.
 11
 
B. Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Undang Undang RI No. 23 tahun 2014 perubahan ketiga atas 
Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
menegaskan dalam pasal 1 (ayat 2 dan 5) yang berbunyi Pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem 
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 Himyari Yusuf, “Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi 
Politik Islam Pada Era Global “, Jurnal TAPIs, Vol.8, No.2, (Juli-Desember 2012), h. 102. 
9
 Bertolomes Bolong, “Etika Politik Ulama”, Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 18, no. 
1, (Agustus 2018), h. 140. 
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dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 5 yang 
berbunyi Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat.12  
2. Fungsi Pemerintah Daerah 
Adapun fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menurut H. Nurul Aini, yaitu:
13
 
a. Fungsi Pengaturan, dilaksanakan pemerintah dengan membuat 
peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia 
dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan 
peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. 
Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga 
mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di 
daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih 
khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk 
mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat 
bersama antara DPRD dengan eksekutif. 
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b. Fungsi Pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang 
dilakukan Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada 
kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat 
mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar 
negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah 
mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai 
kesetaraan. 
c. Fungsi Pemberdayaan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi 
daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan  
kewenangan  yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna 
melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu 
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan 
swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan 
pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan 
untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka 
panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam 
fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi 
aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi 
masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila 
kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun 




3. Kebijakan Otonomi Daerah 
Pemerintah Daerah saat ini berada pada daerah perencanaan, 
karena perekonomian masyarakat suatu daerah tanggung jawabnya. 
Adanya otonomi daerah memberikan sifat sentralistik menjadi 
desantrilisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang 
penuh dalam mengatur daerahnya dalam berbagai aspek ekonomi, politik 
dan sosial.
 14 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah umumnya  menganggap 
bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui UU No. 32 
tahun 2004 merupakan sebuah kebijakan yang sangat  baik terutama bagi 
ekonomi daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerahnya.
15
  
Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
hak, kewenangan dan kewajiban sebuah daerah yang mendapatkan 
otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menyangkut 
pemerintahan, ekonomi dan kepentingan masyarakat lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan OTDA yang berlaku, sedangkan 
otonomi adalah pola pemerintahan sendiri.16 
Maka Sakinah Nadir memaparkan perubahan sifat Pemerintah 
Daerah sebagai keuntungan, dalam sudut politik memiliki wewenang 
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Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Portetik, Vol. 1, No. 1, (2013), h. 45. 
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lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan. Sedangkan dalam sudut ekonomi Pemerintah 
Daerah mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di 
daerah kekuasaannya.17 Jadi perekonomian suatu daerah bagian dari hal 
penting di masyarakat, maka Pemerintah Daerah memiliki peran 
mensejahterakan perekonomian masyarakat daerah tetap makmur. 
4. Pembangunan Ekonomi  
Dedy Pudja Wardana memaparkan pemerintah memiliki 
pengaruh dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya kemandirian 
ekonomi masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi dapat menunjang 
pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara 
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju 
dan politik yang sehat, serta antara kesejahteraan masyarakat dan 
individu.
18
 Kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat apabila 
Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatnya dengan menyediakan 
lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, aman, dan perlindungan di 
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Manusia di Kalimantan Timur”, INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Vol. 12, 
No. 2, (2016), h. 179. 
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 R. Didi Djadjuli, “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, 
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Adminitrasi Negara, Vol. 5, No. 2, (2018), h. 8. 
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Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono , “Upaya 
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Menurut Mochtar Mas’oed bahwa kekuasaan Pemerintah 
Daerah dengan melaksanakan progam-progam yang telah dikampayekan 
yaitu menggerakkan pembangunan ekonomi.21 Pembanguanan ekonomi 
daerah menurut Sumodingrat terdapat tiga jalur yaitu menciptakan iklim 
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, menguatkan 
potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dan memberikan 
perlindungan.
22
 Menurut Munir dan Fitanto bahwa Pemerintah Daerah 
dalam pembangunan ekonomi mandiri melalui memanfaatkan potensi 
alam dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat.
23
  
R. Didi Djadjuli memaparkan upaya Pemerintah Daerah dalam 
pembangunan ekonomi mandiri melalui memanfaat sumber daya alam.
 24 
Seperti wisata lokal, Hary Herawan menyatakan wisata lokal 
berhubungan dengan kearifan lokal sesuai dengan potensi alam yang ada, 
adat-istiadat, dan budaya yang dapat dikelola, dikembangkan dan maju 
bersama masyarakat dalam mencapai dayat tarik wisata lokal tersebut.
 25 
Keterlaksanaan pembangunan ekonomi mandiri sesuai dengan 
kemampuan atau keterampilan masyarakat daerah sekitar, 
26 
 dengan cara 
mengeluarkan progam-progam yang memberikan peluang kerja masyarakat 
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Ekonomi Masyarakat Lokal”, Jurnal Pariwisata, Vol. 3, No. 2, (September 2016), h. 106-107. 
26






 Progam tersebut berdasarkan skala usaha yaitu perdagangan, 
industri rumah tangga dan jasa, pertanian dan pertenakan. Produk yang 
dihasilkan yaitu makanan dan minuman, kerajinan manik-manik, beras, sayuran, 
daging dan jasa pertukangan.
28
 
Pemerintah kabupaten perlu memberi pembinaan, 
pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan atau 
pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan 
mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.
29
 Pembangunan 
ekonomi masyarakat akan berjalan maksimal apabila Pemerintah Daerah 
menyediakan dana untuk masyarakat.
30
 
Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di 
Indonesia telah tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar daerah 
di Indonesia. Tidak terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada dan 
banyak beroperasi di daerah-daerah dan atau di wilayah.
31
 Tidak 
berkembangnya koperasi di masyarakat karena tidak ada kerjasama antar 
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Pangandaran”, Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2019), h. 268. 
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  Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala, “Peran Koperasi Dalam Rangka 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah 
Kabupaten Tuban”, Asketik, Vol. 1, No. 1, (Juli 2017), h. 46. 
32




Mzwaeity Intan Suryadi memaparkan adanya kebijakan otonomi 
daerah maka pemerintah daerah berbondong-bondong membangun 
ekonomi melalui sektor pariwisata, maka perlunya promosi ke 
masyarakat luas agar mengetahui informasi.
33
 Memanfaatkan 
perkembangan teknologi yang ada pada saat ini diharapkan mampu 
mendukung upaya dalam mempromosikan dan memudahkan serta 
mempercepat mengakses informasi objek wisata yang ada, sehingga 
dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.
34
  
Pemerintah Daerah berperan memberi penyuluhan dan 
pemberian informasi mengenai bagaimana mengelola usaha. Agar  
pengusaha mikro terstimulus untuk menghasilkan produk yang tepat 
jumlah dan tepat. Maka Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi sarana 
atau peralatan dan modal yang memadai.  
Aspek pembangunan ekonomi daerah adalah peningkatan 
pelayanan masyarakat di daerah yang semakin baik, pemerataan wilayah 
daerah, pemberdayaan masyarakat daerah, upaya menumbuhkan prakarsa 
dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam 
pembangunan ekonomi daerah mereka.
35
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Pendapat Mochtar selaras dengan peran pemerintah berdasarkan 
kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu:
 36
 
a. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara 
tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam GBHN tahun 1999, 
khususnya didalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu 
mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung 
jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, 
lembaga  politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga 
adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi 
masyarakat dalam wadah NKRI. 
b. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain 
ditegaskan bahwa “ halhal yang mendasar dalam undangundang ini 
adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, 
menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan 
peran serta masyarakat. 
c. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentnag Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat 
adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan 
lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan 
kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan 
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kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk 
meningkatkan kehidupan ekonomi,  sosial dan politik. 
d. Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan 
program pemberdayaan Ekonomi masyarakat sebagai berikut: 
a) Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan 
kemandirian masyarakat. 
b) Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan 
kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat 
mempu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.    
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
 
Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari 
kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari 
pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu 
proses menuju berdaya atau proses pemberian daya 
(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.
37
 
Arti pemberdayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 
ayat 2 adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
38
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Menurut Kartasasmita pemberdayaan adalah proses pembangunan 
dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran.
39
 
Sumodingrat memaknai pemberdayaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan.
40
 Karena pemberdayaan ditujukan kepada kemampuan 
orang, kelompok rentan dan lemah:
41
 Awal pembangunan dikenal saat 
pembangunan industri yang menguasai potensi sumber daya alam dan 
potensi sumber daya manusia. Sehingga pembangunan menimbulkan 
disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, 
dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.
42
 
Penulis menyimpulkaan pengertian pemberdayaan dari para 
ahlli yaitu suatu alat meningkatkan potensi masyarakat melalui potensi 
daerah tersebut dalam mensejahterakan masyarakat. Pembahasan ini, 
menuju pemberdayaan pada masyarakat. 
Menurut Soetomo, masyarakat adalah sekumpulan orang yang 




Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa 
pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam 
                                                             
39
 Mukhtar dkk., “Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan 
Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo”, 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16, No. 1, (2011), h. 22. 
40
 Ibid., h. 23. 
41
 Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ekonomi 
Pembangunan, Vol. 12, No. 1, (Juni 2011), h. 15-27. 
42
 Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan, “Pemberdayaan, h. 268. 
43




pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan 
dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi 
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 
Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono 
menyimpulkan, pemberdayaan masyarakat adalah proses masyarakat 
bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman.
44
 Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan 
Risna Resnawaty memaparkan tugas kelembagaan pemerintah dan 
kelompok swadaya untuk membangun masyrakat.
45
 Menurut Aziz 
sebagai proses pembangunan masyarakat melalui sumber daya alam 
untuk meningkatkan kemandirian kehidupan.
46
 Pembangunan sumber 
daya alam menurut Chamber sebagai konsep upaya mencari alternative 
pertumbuhan ekonomi lokal.
47
 Pencapaian upaya tersebut, menurut 
Munawwar Noor untuk kemajuan dan perubahan bangsa kedepan,  
dengan masyarakat memiliki kemampuan keterampilan dan kemampuan 
dalam menghasilkan ekonomi sendiri.
48
 Sehingga pemberdayaan 
masyarakat menurut Toto dapat meningkatkan harkat dan martabat 
lapisan masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan dan ketertinggalan.
49
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 Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, h. 24. 
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 Alvien Septianan Haerisma, “Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi 




Menurut Tjokowinoto keberhasilan peningkatan pemberdayaan 
mencakup seluruh aspek bidang ekonomi.
50
 
Penulis menyimpulkan pengertian pemberdayaan masyarakat 
berdasarkan beberapa teori dari para ahli yaitu suatu proses 
memandirikan masyarakat melalui sumber daya yang ada, untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat. 
2. Konsep Pemberdayaan ekonomi masyarakat 
Menurut Cornelis dan Miar pemberdayaan ekonomi masyarakat 
sebagai agenda pembangunan nasional oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung 
dengan cepat.
51
 Pembedayaan ekonomi masyarakat merupakan cara 
dalam pembangunan  perdesaan lebih maju, dengan meningkatkan 
sumber daya manusia, yaitu membentuk dan merubah perilaku 
masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup 
yang lebih berkualitas.
52
 Rizal Muttaqin memaparkan cara mendukung  
pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu penguatan masyarakat untuk 
mendapatkan gaji atau upah yang memadai dan mandiri, melalui 
pelengkapan fasilitas produksi, distribusi, pembinaan informasi 
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 Yana Sahyana, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi 
Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)”, 




pemasaran dan pengembangan keterampilan.
53
 Tujuannya menurut 
Harapan penguatan pemberdayaan untuk  meningkatkan kehidupan 
masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, yang mampu memenuhi 
kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.
 54 
Masita Hi. Modim, Andi Samsu Alam dan Andi Muh. Rusli 
memaparkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan 
masyarakat memiliki upaya dalam menganalisis dan memetakan 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga mengeluarkan 
kebijakan tidak secara sepihak, maka peran Pemerintah Daerah dalam 




Syahrul Falah dan Irham Zaki memaparkan perlunya langkah-




a. Menciptakan suasana atau iklim kerja yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang atau sesuai dengan potensi daerah. 
b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 
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 Masita Hi. Modim, Andi Samsu Alam dan Andi Muh. Rusli, “Peran Pemerintah 
Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)”, 
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, (Januari 2010), h. 32. 
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 Syahrul Falah dan Irham Zaki, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ala Pondok 
Pesnatren di Kleurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 




c. Pemberian perlindungan dalam proses pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, harus dicegah yang lemah menjadi lebih kuat. 
Adapu prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:
57
 
a. Profesionalisme, penanganan dilaksanakan berdasarkan kaidah 
profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis 
operasional. 
b. Keterpaduan, penanganan diselenggarakan secara sinergis baik antar 
unit di Departemen Agama maupun lintas sektor dan lintas pelaku 
antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 
c. Kemandirian, penanganan kemiskinan bertujuan menciptakan 
kemandirian dengan menghindari ketergantungan kepadapihak luar 
Adapun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyrakat yaitu:
 58
 
a. Pengembangan kapasitas, diarahkan untuk menggali dan 
meningkatkan potensi dan sumber untuk didayagunakan sebagai 
modal sosial menuju kemandirian. 
b. Pendampingan sosial, diarahkan untuk membangun motovasi, 
menumbuhkan kepercayaan diri, serta meningkatkan berbagai 
keahlian oleh para pendamping terlatih. 
c. Penumbuhan kepedulian sosial masyarakat, diarahkan untuk 
membangun dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, 
termasuk dunia usaha agar dapat mengambil bagian yang signifikan 
dalam proses penanganan kemiskinan. 








d. Penguatan jaringan penanganan, diarahkan untuk memperkuat 
jaringan-jaringan sosial penanganan yang telah ada antar sektor dan 
antara pelaku baik antar instansi pemerintah, masyarakat,dan dunia 
usaha. 
Maka Pemerintah Daerah telah meminimalisir pengangguran, 
menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, 





D. Upaya Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat 
 
Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta 
kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam 
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 
60
 
UKM (Usaha Kecil Menengah) perlu peran Pemerintah Daerah 
dalam memberi pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pelatihan, 
permodalan atau pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan 
mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.61 
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Penyediaan fasilitas sebagai daya tarik rest area  Tugu Bambu 
sebagai wisata lokal, selaras degan Hary Herawan bahwa wisata lokal 
berhubungan dengan kearifan lokal sesuai dengan potensi alam yang ada, 
adat-istiadat, dan budaya yang dapat dikelola, dikembangkan dan maju 
bersama masyarakat dalam mencapai dayat tarik wisata lokal tersebut.
 62 
Selaras dengan Wanda Fazriah Oktaviani dan Anna Fatchiya 
memaparkan konsep dari desata wisata menawarkan alam yang masih asri, 
bersih, aneka makanan dan minuman yang menjadi ciri khas, tradisi budaya, 
pesona alam pertanian yang masih tradisional.63  
Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini 
diharapkan mampu mendukung upaya dalam mempromosikan dan 
memudahkan serta mempercepat mengakses informasi objek wisata yang ada, 
sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang 
berkunjung.64 
Maka perlunya upaya melalu cara pelatihan promosi pada 
komponen-komponen yang mendukung pengunjung semakin banyak. 
Kementerian pariwisata memaparkan perlunya memberikan pelatihan 
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a. Menciptakan konten dan memilih konten. Konten melalui promosi di 
instragam fokus pada foto-foto dan video, maka perlunya pelatihan 
dalam memfoto potensi alam pariwisata dan hal-hal yang menarik 
seperti aneka ragam makanan, minuman, kerajinan tangan, rumah 
adat dan lain-lain yang berhubungan dengan ciri khas daerah wisata 
lokal tersebut. Kemudian memilih konten yang baik dan menarik, 
setelah menemukan maka perlu latihan cara mengedit foto dan video. 
b. Mempromosikan konten melalui platform yang mendukung. Setelah 
di edit foto dan video terasa menarik masyarakat untuk berkunjung 
maka dapat dibagikan di website, instragam, facebook, twitter, 
whatsap dan google+ sebagai cara promosi. 
c. Monitoring aktivitas yang telah dilakukan. Pemantuan setelah 
mempromosikan melihat respon ketertarikan, bisa melalui komentar 
ataupun like. 
d. Melakukan evaluasi. Evaluasi mencari kekurangan untuk kebaikan 
apa yang telah diusahakan. 
Konten yang telah dibuat oleh pedagang, mengolah wahana, dan 
lain sebagainya maka Pemerintah Daerah dapat membantu 
mempromosikan melalui menggunakan aplikasin yang telah 
dikembangkan Herlina dkk., yaitu Aplikasi E-Tourism berbasis android 
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sebagai strategi promosi pariwisata Provinsi Lampung bertujuan untuk 
mengenalkan objek wisata dan menarik pengunjung objek wisata.
66
 
Ataupun melalui Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali 
Ibrahim mengembangkan Aplikasi Informasi Wisata di Kota Palembang 
Berplatform Android.
67  
Keefektifan promosi melalui instragam memberikan 
peningkatan minat beli dan pengunjung pariwisata, contohnya para usaha 
pariwisata dapat mengumpulkan konten promosi kepada pemegang akun 
intragam pariwisata tersebut untuk dipromosikan ataupun setiap usaha di 
pariwisata dapat mempromosikan sendiri usahanya di berbagai bidang.
68
 
Sesuai dengan penelitian Wenday Dwi Novi Kurniawati telah berhasil 
memanfaatkan instragam oleh komunitas wisata gobrokan dalam 
mempromosikan potensi pariwisata daerah. 
69
 Menurut Yana Syahyanan 
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